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[bookmark: _Hlk226405164]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu
[bookmark: _Hlk218666267][bookmark: _Hlk218666325]	Penelitian terdahulu digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga penulis dapat menambah dan memperkaya teori yang digunakan dalam kajian penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian dengan judul yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan. Namun demikian, beberapa penelitian yang relevan tetap dijadikan sebagai referensi untuk memperkaya bahan kajian dan mendukung penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk218666385]Penelitian yang dilakukan Siregar & Rossevelt (2025) dengan judul “Efektivitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Online pada Aplikasi Mobile JKN di RSU Bunda Thamrin”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN efektif dalam mempercepat proses pendaftaran, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan pasien, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital dan gangguan teknis aplikasi.
2. [bookmark: _Hlk218666408]Penelitian yang dilakukan Sulistyawan. Yusuf, dan Machrunnisa (2023) dengan judul “Inovasi Pelayanan Publik pada Aplikasi Mobile JKN dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Tangerang” bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Mobile JKN, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemanfaatan aplikasi tersebut, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kota Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui aplikasi Mobile JKN. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menunjukkan bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN dinilai sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya tingkat pemahaman dan penggunaan aplikasi oleh sebagian masyarakat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha, Pujiasih, Kurniasih, dan Mukti (2025) dengan judul “Efektivitas Aplikasi Mobile JKN Terhadap Pemberian Pelayanan Pengguna BPJS Puskesmas Magelang Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk efektivitas penggunaan aplikasi mobile JKN terhadap pemberian pelayanan pengguna BPJS Puskesmas Magelang Tengah dengan menggunakan fokus yang dikaji adalah efektivitas pelayanan menggunakan mobile JKN. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah kepada Kepala Bagian Umum Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Cabang Magelang, Staf Edukasi dan Penanganan Pengaduan di BPJS Kesehatan Cabang Magelang, Staf Pelayanan Administrasi dan Rekam Medis Puskesmas Magelang Tengah, dan Pasien Puskesmas Magelang Tengah yang memiliki aplikasi Mobile JKN. Berdasarkan hal tersebut diperoleh hasil dan pembahasan bahwa indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu masih ditemukan permasalahan dan kendala. Sedangkan pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat dikatakan tercapai dan efektif. Dengan demikian kesimpulannya dari lima indikator tersebut berdasarkan penggunaan aplikasi Mobile JKN terhadap pemberian pelayanan pengguna BPJS Puskesmas Magelang Tengah dikatakan belum efektif dalam realisasi e-Government dalam memudahkan peserta mengakses informasi dan berbagai layanan Kesehatan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rinjani dan Sari (2022) dengan judul “Analisis Penerapan Aplikasi Mobile JKN Terhadap Peserta BPJS Kesehatan di Cabang Subulussalam”. Penelitian ini difokuskan pada tingkat pemanfaatan dan efektivitas aplikasi dalam mendukung pelayanan administrasi kesehatan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi peserta dalam penggunaannya, baik yang berkaitan dengan literasi digital, pemahaman aplikasi, maupun aspek teknis sistem. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Aplikasi Mobile JKN mampu meningkatkan kualitas pelayanan BPJS Kesehatan dan diterima oleh peserta sebagai pengguna layanan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Febisatria dan Liliyan (2024) dengan  judul Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Penggunaan Aplikasi Mobile JKN”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi konsumen terhadap penggunaan Aplikasi Mobile JKN, khususnya dalam melihat bagaimana konsumen menilai kemudahan penggunaan, manfaat yang dirasakan, kualitas sistem, dan keandalan layanan yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan dan minat konsumen dalam menggunakan Aplikasi Mobile JKN, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi konsumen terhadap layanan kesehatan berbasis digital, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai peran Mobile JKN dalam mendukung efektivitas pelayanan kesehatan dan pengambilan kebijakan di bidang jaminan kesehatan.








Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	No
	Nama
	Metode
	Hasil
	Perbedaan

	1.
	Siregar & Rossevelt (2025). Efektivitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Online pada Aplikasi Mobile JKN di RSU Bunda Thamrin
	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan Teknik  pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Mobile JKN efektif dalam mempercepat proses pendaftaran, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kenyamanan pasien, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya literasi digital dan gangguan teknis aplikasi.
	Penelitian Siregar & Rossevelt (2025) berfokus pada efektivitas pelayanan pendaftaran online melalui Aplikasi Mobile JKN dan menilai peningkatan kualitas pelayanan secara umum. Sementara itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada efektivitas layanan, melainkan pada persepsi pasien rawat jalan mengenai penggunaan pendaftaran antrean Mobile JKN, khususnya terkait pemahaman, pengalaman penggunaan, dan hambatan non-teknis yang dirasakan pasien di RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Tabalong.


	2.
	Sulistyawan. Yusuf, dan Machrunnisa (2023)
	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan dua Teknik, yaitu observasi dan wawancara
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan bpjs Kesehatan melalui aplikasi mobile jkn sudah cukup baik
	Penelitian Sulistyawan dkk. (2023) mengkaji inovasi pelayanan publik Mobile JKN dari perspektif kebijakan dan upaya BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang. Penelitian ini berbeda karena lebih menekankan pada sudut pandang pengguna layanan, yaitu pasien rawat jalan, serta dilakukan di rumah sakit daerah, bukan pada konteks kebijakan dan inovasi pelayanan di wilayah perkotaan besar.

	3.
	Nugraha, Pujiasih, Kurniasih, dan Mukti (2025)
	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data menggunakan dua Teknik yaitu, observasi, dan wawancara
	Hasil dan pembahasan bahwa indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu masih ditemukan permasalahan dan kendala. Sedangkan pada indikator tercapainya tujuan dan perubahan nyata dapat dikatakan tercapai dan efektif.
	Penelitian Nugraha dkk. (2025) berfokus pada efektivitas penggunaan Aplikasi Mobile JKN terhadap pelayanan BPJS di Puskesmas, dengan penilaian berdasarkan indikator efektivitas program. Adapun penelitian ini berfokus pada persepsi dan pengalaman subjektif pasien rawat jalan di rumah sakit, bukan pada pengukuran efektivitas program, sehingga lebih menekankan pada pemaknaan dan hambatan penggunaan aplikasi dari sisi pasien.

	4.
	Rinjani dan Sari 2022
	Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan Pengumpulan data menggunakan dua Teknik yaitu, observasi, dan wawancara
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Mobile JKN belum optimal karena rendahnya literasi digital, kurangnya pehaman peserta, minimnya sosisalisasi, serta kendala teknis aplikasi
	Penelitian Rinjani dan Sari (2022) menganalisis penerapan Mobile JKN pada peserta BPJS Kesehatan secara umum di tingkat cabang BPJS, dengan fokus pada kendala literasi digital dan teknis aplikasi. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik mengkaji persepsi pasien rawat jalan yang menggunakan layanan rumah sakit, serta memfokuskan analisis pada fitur pendaftaran antrean online di RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Tabalong.


	5.
	Febisatria dan Liliyan (2024)
	Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner. 
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen umumnya memiliki persepsi positif terhadap Mobile JKN, terutama pada aspek kemudahan penggunaan dan manfaat layanan, meskipun terdapat kendala berupa keterbatasan pemahaman pengguna dan masalah teknis aplikasi.
	Penelitian Febisatria dan Liliyan (2024) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner untuk mengukur persepsi konsumen terhadap Mobile JKN secara statistik. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga tidak mengukur persepsi dalam bentuk angka, tetapi menggali pandangan, pengalaman, dan kendala nyata pasien rawat jalan dalam menggunakan pendaftaran antrean melalui Mobile JKN.


Sumber : Peneliti 2026
	Berdasarkan Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan umumnya berfokus pada pengukuran efektivitas, kualitas pelayanan, inovasi kebijakan, serta tingkat kepuasan pengguna Aplikasi Mobile JKN dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan lokasi yang relatif luas, seperti puskesmas, kantor BPJS, atau wilayah perkotaan. Sementara itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu menitikberatkan pada persepsi pasien rawat jalan pengguna BPJS Kesehatan terhadap pemanfaatan pendaftaran antrean melalui Aplikasi Mobile JKN dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak hanya menilai hasil penggunaan aplikasi, tetapi menggali pengalaman, pemahaman, dan hambatan yang dirasakan pasien, khususnya di RSUD H. Badaruddin Kasim Tanjung Tabalong,



B. Landasan Teori
1. Administrasi Publik
	Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu "ad" dan "ministrate" yang berarti "to serve" yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Selanjutnya, menurut Dimock & Dimock (dalam Pasolong, 2013), kata administrasi itu berasal dari kata "ad" dan "minister" yang berarti juga "to serve". Jadi, dapat dipahami bahwa yang dimaksud administrasi adalah suatu proses pelayanan atau pengaturan.
	Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2008), adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua ahli tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk mengatur publik affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.
	 Nigro & Nigro (1973), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu judikatif, legislatif, dan eksekutif, mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian dari proses politik yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh administrasi
swasta dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Definisi ini lebih menekankan proses institusional yaitu bagaimana usaha kerja sama kelompok sebagai kegiatan publik yang benar-benar berbeda dari kegiatan swasta.
	Rosenbloom (1983), memberi batasan administrasi publik sebagai pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum untuk memenuhi mandat pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Definisi ini menekankan aspek proses instituional atau kombinasi ketiga jenis kegiatan pemerintah yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif.
	Nicholas Henry (1975), mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosi pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, definisi ini melihat bahwa administrasi publik merupakan kombinasi antara teori pemerintahan dan praktik sosial.
2. Paradigma Administrasi Publik
			Paradigma pada dasarnya merupakan seperangkat asumsi, nilai, konsep, dan metode yang disepakati serta digunakan oleh suatu komunitas ilmiah dalam memahami dan memecahkan masalah tertentu. Paradigma berfungsi sebagai kerangka berpikir yang memberikan arah bagaimana suatu fenomena dipahami, dianalisis, dan dijelaskan secara ilmiah. Dalam konteks administrasi publik, paradigma menjadi dasar ontologis dan epistemologis yang memengaruhi cara pandang terhadap peran pemerintah, birokrasi, masyarakat, serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Thomas S. Kuhn (1996) dalam karyanya The Structure of Scientific Revolutions, paradigma paradigma merupakan seperangkat keyakinan, nilai, metode, dan teknik yang dianut bersama oleh suatu komunitas ilmiah pada periode tertentu. Paradigma tidak hanya memengaruhi teori yang digunakan, tetapi juga menentukan metode penelitian, cara memecahkan masalah, dan standar kebenaran ilmiah.
		Dalam administrasi publik, perkembangan paradigma mencerminkan perubahan cara pandang terhadap hubungan antara negara, birokrasi, pasar, dan masyarakat. Secara umum, paradigma administrasi publik dapat dikelompokkan ke dalam tiga paradigma utama, yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public Service (NPS), New Public Government, dan Digital Public Administration.
1. Old Public Administration (OPA)
			Paradigma Old Publik Administration (OPA) merupakan paradigma awal dalam perkembangan ilmu administrasi publik. Paradigma ini dikenal pula sebagai administrasi publik klasik atau tradisional. OPA berkembang sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seiring dengan lahirnya administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Paradigma ini berakar kuat pada pemikiran Woodrow Wilson (1887) melalui artikelnya yang berjudul The Study of Administration. Wilson menekankan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi (politics–administration dichotomy) agar administrasi publik dapat bekerja secara profesional dan efisien.
Ciri utama paradigma Old Public Administration antara lain:
a. Adanya pemisahan yang tegas antara fungsi politik dan fungsi administrasi.
b. Administrasi publik dipandang sebagai alat netral untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh aktor politik.
c. Penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap aturan.
d. Struktur organisasi birokrasi bersifat hierarkis, formal, dan terpusat.
e. Fokus utama pemerintah adalah penyediaan pelayanan publik secara langsung melalui lembaga-lembaga negara.
		Dalam paradigma ini, birokrasi dipandang sebagai mesin rasional yang harus dijalankan secara tertib, teratur, dan bebas dari intervensi politik. Administrasi publik klasik menekankan pentingnya prosedur, aturan, dan kontrol internal untuk memastikan tercapainya tujuan pemerintahan secara efisien.
2. New Public Management (NPM)
			Paradigma New Public Management (NPM) muncul pada akhir tahun 1970 an dan berkembang pesat pada tahun 1980–1990-an sebagai respons atas kelemahan birokrasi klasik yang dianggap lamban, boros, dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma ini dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi neoliberal dan manajemen sektor swasta. New Public Management memandang bahwa praktik manajemen di sektor swasta dapat diterapkan dalam sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya penyedia layanan, melainkan sebagai pengelola dan pengarah (steering) pelayanan publik. Karakteristik utama paradigma NPM meliputi:
a. Penerapan prinsip-prinsip manajemen profesional dalam sektor publik.
b. Penekanan pada hasil (output dan outcome) dibandingkan prosedur.
c. Penggunaan indikator kinerja dan sistem evaluasi berbasis kinerja.
d. Peningkatan kompetisi melalui mekanisme pasar dan privatisasi.
e. Orientasi pada efisiensi, efektivitas, dan penghematan sumber daya.
f. Pandangan bahwa masyarakat diperlakukan sebagai pelanggan (customers).
1. New Public Service (NPS)
			Paradigma New Public Service (NPS) muncul sebagai kritik terhadap dominasi paradigma New Public Management yang dinilai terlalu berorientasi pasar dan mengabaikan nilai-nilai demokrasi. Paradigma ini diperkenalkan oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2003) melalui buku The New Public Service: Serving, Not Steering. NPS menegaskan bahwa tujuan utama administrasi publik bukanlah mengendalikan masyarakat melalui mekanisme pasar, melainkan melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Paradigma ini menempatkan warga negara (citizens) sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip utama New Public Service antara lain:
a. Pemerintah berfungsi untuk melayani warga negara, bukan         	   mengendalikan mereka.
b. Kepentingan publik dibangun melalui dialog dan partisipasi masyarakat.
c. Nilai demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas menjadi landasan utama.
d. Warga negara dipandang sebagai citizen, bukan customer.
e. Administrasi publik harus bertanggung jawab secara hukum, etika, dan sosial. 
		Denhardt dan Denhardt menekankan bahwa administrasi publik harus memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
2. New Public Governance (NPG)
			Stephen Osborne (2006) dalam The New Public Governance memperkenalkan paradigma ini sebagai evolusi NPS, menekankan administrasi negara sebagai ekosistem jaringan horizontal (network governance) daripada hierarki. Prinsip kunci: 
	a. Kolaborasi lintas sektor (pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat) 	    dalam co-production dan co-creation kebijakan
	b. Fokus pada shared value dan outcome holistik seperti social return             	    on investment (SROI)
	c. Adaptasi kontekstual dan inovasi relasional untuk isu "wicked 	        	   problems" (kompleks tak terpecahkan)
	d. Leadership distributif (bukan top-down)
	e. Pengukuran resiliensi sistemik terhadap disrupsi seperti pandemi atau       	    krisis iklim.
5. Digital Public Administration
			Paradigma terbaru (post-2020), juga dikenal sebagai Digital Era Governance (Dunleavy et al., 2006) dan diperkuat AI sejak 2023, memposisikan teknologi sebagai tulang punggung tata kelola. Prinsipnya:
	a. Data-driven decision making dengan big data analytics dan predictive    	 AI
	b. Platform seamless seperti super-apps pemerintah
	c. Human-centric digitalization (teknologi untuk inklusi, bukan     	    pengganti manusia)
	d. Transparansi via blockchain dan open data
	e. Etika digital (mitigasi bias AI, cybersecurity, dan digital literacy). Fokusnya pada scalability, prediktif, dan personalisasi layanan. 
			Paradigma administrasi publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah New Public Service (NPS). Paradigma ini dipilih karena penelitian berfokus pada persepsi pasien rawat jalan pengguna BPJS Kesehatan mengenai pemanfaatan pendaftaran antrean melalui Aplikasi Mobile JKN, yang menempatkan masyarakat sebagai warga negara (citizens) dengan hak untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Pemilihan paradigma New Public Service didasarkan pada pandangan bahwa keberhasilan pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan berbasis digital, tidak hanya diukur dari efisiensi dan pencapaian kinerja administratif, tetapi juga dari pengalaman, pemahaman, serta kepuasan warga negara sebagai penerima layanan. Selain itu, paradigma NPS relevan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya memahami makna, nilai, dan persepsi subjektif masyarakat. Melalui wawancara dan observasi, penelitian ini menggali pandangan pasien mengenai kemudahan penggunaan, manfaat, serta hambatan dalam memanfaatkan pendaftaran antrean Mobile JKN. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas pelayanan publik dari sudut pandang warga negara, sebagaimana ditekankan dalam paradigma New Public Service.
3. Kebijakan Publik
			Thomas R. Dye (1972), menyatakan kebijakan publik sebagai "apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Ini menekankan bahwa kebijakan bukan hanya undang-undang aktif, tapi juga ketidak-bertindakan sengaja, seperti saat pemerintah memprioritaskan anggaran tertentu sambil mengabaikan isu lain demi menjaga keseimbangan politik.
			James E. Anderson (1975) mendefinisikannya sebagai "rangkaian tindakan yang konsisten oleh aktor pemerintah untuk menangani masalah publik." Fokusnya pada sifat otoritatif kebijakan wajib ditaati dengan sanksi dan hipotetis, karena mengasumsikan solusi tertentu akan berhasil berdasarkan hubungan sebab-akibat.
			David Easton (1965), memandang kebijakan publik sebagai "output otoritatif dari sistem politik yang mengikat," yang dihasilkan melalui siklus input-output-feedback. Input berupa tuntutan (demands) dan dukungan (supports) dari masyarakat masuk ke dalam "kotak hitam" pengambilan keputusan (black box), diproses oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, lalu menghasilkan output berupa kebijakan nyata seperti regulasi atau program. Feedback dari masyarakat memungkinkan penyesuaian, menjadikannya proses dinamis dan adaptif. Easton menekankan bahwa kebijakan publik adalah alat regulasi untuk menjaga keseimbangan sistem politik, mencegah konflik sosial, dan merespons tekanan eksternal seperti krisis ekonomi atau pandemi.
4. Persepsi
[bookmark: _Hlk220189397]		William James (1890), bapak psikologi Amerika, mendefinisikan persepsi sebagai proses mental yang membentuk representasi konkret dari dunia eksternal di dalam pikiran melalui penginderaan dan pengolahan memori berbasis pengalaman sebelumnya. Menurutnya, persepsi bukan sekadar tangkapan indra mentah, melainkan sintesis antara stimulus saat ini dengan pengetahuan masa lalu, sehingga menciptakan gambaran unik yang mungkin menyimpang dari realitas objektif. James menekankan tahap-tahap: sensasi (penerimaan dasar), persepsi (pengorganisasian), dan konsep (interpretasi tingkat tinggi).
			Jalaluddin Rakhmat (2003) menjelaskan persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh melalui penyimpanan dan penafsiran pesan sensorik. Prosesnya mencakup seleksi (pemilihan stimulus relevan), organisasi (pengelompokan data indra), dan interpretasi (pemberian makna berdasarkan skema kognitif). Rakhmat menyoroti faktor subjektif seperti motivasi, ekspektasi, dan budaya yang memengaruhi perbedaan persepsi antarindividu terhadap stimulus yang sama.
			Bimo Walgito (2003) mendefinisikan persepsi sebagai proses yang dimulai dari penginderaan (penerimaan via sensorik), dilanjutkan pengolahan otak untuk mengenali dan memberi makna.  Sumanto (1992) menyebutnya pemahaman atau penafsiran terhadap informasi stimulus dari objek/peristiwa melalui indera, yang diproses otak menjadi representasi mental. Keduanya menekankan tahapan: resepsi (penerimaan), interpretasi (makna), dan respons (reaksi emosional/tingkah laku).
1. Proses Persepsi
		Menurut Thoha (2011) proses persepsi terbentuk di sekitar individu dimulai dengan adanya stimulus dan rangsangan yang ada, berlanjut kepada registrasi yakni suatu gejala mekanisme fisik berupa penginderaan dan kebutuhan (need) individu yang berpengaruh pada indera. Individu dapat mendengar/melihat informasi yang dikirimkan kepadanya, dan mendaftar semua informasi yang terkirim. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterima. Persepsi terjadi melalui pengurutan, pengorganisasian, dan interpretasi orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivitas Wood (2013). Proses perseptual juga dipengaruhi oleh pengalaman  (experience), cakrawala dan pengetahuan Alport (1991), dan Mar'at (1991). Persepsi adalah interpretasi yang ditangkap oleh individu melalui proses penerimaan dan interpretasi yang mengarah pada pola perilaku Rahmat (2002). Makna dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, pengalaman seperti agama, nilai, norma, adat istiadat dan tradisi Yusuf (1991). Atkinson, dkk (1983) menyebutkan salah seorang ahli Psikologi, Gestalt menawarkan penjelasan bahwa daya sensorik dalam mempersepsi dilakukan secara utuh, tidak terpisah. Proses persepsi oleh Verbeek (1978) dilakukan dengan penghayatan, contohnya dalam fenomena.
2. Syarat Terjadi Persepsi
	Persepsi tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan terdiri dari beberapa syarat. Menurut Walgito (2010) syarat persepsi yakni:
a. Objek atau Stimulus, Adanya stimulus yang merangsang indera.
b. Proses Fisiologis atau Sensoris, Stimulus diterima oleh alat indera (reseptor) dan diteruskan ke syaraf.
c. Proses Psikologis atau Interpretasi, Stimulus diinterpretasikan di otak (interpretasi stimulus) hingga individu menyadari apa yang diindera.
d. Perhatian individu, melalui proses persepsinya. 
Setiap orang pada dasarnya memberikan persepsi berbeda-beda terhadap suatu objek atau peristiwa, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini juga memunculkan persepsi tentang baik dan yang buruk.
3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
	Persepsi seseorang terhadap suatu objek, peristiwa, atau pelayanan tidak terbentuk secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan luar. Para ahli mengelompokkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi sebagai berikut.
1. Faktor Internal (Individu)
Bimo Walgito menyatakan bahwa persepsi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal individu. Faktor internal meliputi Perhatian, yaitu tingkat fokus individu terhadap suatu stimulus.
a. Pengalaman dan pengetahuan, yang membentuk kerangka berpikir seseorang.
b. Motivasi dan kebutuhan, yang mendorong individumemberi makna tertentu pada stimulus.
c. Harapan dan sikap, yang memengaruhi penilaian individu terhadap objek yang dipersepsikan.
2. Faktor Eksternal (Situasional)
	Slameto menyatakan bahwa lingkungan dan situasi turut memengaruhi persepsi seseorang. Faktor eksternal meliputi: 
a. Lingkungan sosial dan budaya.
b. Situasi dan kondisi saat persepsi berlangsung.
c. Informasi yang diterima dari luar, seperti media atau pihak lain.
d. Pengaruh kelompok dan norma sosial.
5. Definisi Pasien Rawat Jalan
			Pasien rawat jalan adalah individu yang memperoleh pelayanan kesehatan perorangan berupa pemeriksaan, pengobatan, konsultasi medis, dan/atau tindakan medis lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit tanpa harus menjalani perawatan inap, tidak memerlukan pengawasan medis selama 24 jam, serta setelah pelayanan selesai dapat kembali ke rumah pada hari yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, serta sejalan dengan pendapat Azwar (2010) dan Bustami (2011) yang menyatakan bahwa pelayanan rawat jalan diberikan kepada pasien dengan kondisi kesehatan yang relatif stabil dan tidak memerlukan perawatan berkelanjutan di ruang rawat inap.
6. Definisi Peserta BPJS Kesehatan
	Peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, termasuk warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah sehingga berhak memperoleh jaminan kesehatan.
		Secara yuridis, definisi ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menyatakan bahwa kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh  penduduk. Klasifikasi Peserta BPJS Kesehatan:
1. Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, biasanya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu.
2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI), meliputi: 
a. Pekerja Penerima Upah (PPU) (pegawai negeri, karyawan swasta)
b. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) (wirausaha, pekerja mandiri) 
c. Bukan Pekerja (BP) (investor, pensiunan, dll.) 
	Dengan demikian, peserta BPJS Kesehatan merupakan subjek utama dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang memiliki hak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku setelah memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
7. Definisi Aplikasi Mobile JKN
		Mobile JKN merupakan aplikasi pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan sebagai instrumen penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kepesertaan dan pelayanan kesehatan secara mandiri melalui fitur-fitur utama yang meliputi pendaftaran antrean fasilitas kesehatan, pengecekan status kepesertaan dan iuran, perubahan data peserta, akses informasi fasilitas kesehatan, riwayat pelayanan, serta penyampaian pengaduan secara daring. Keberadaan fitur-fitur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses, efisiensi waktu, dan kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan.
		Secara normatif, pengembangan dan implementasi Aplikasi Mobile JKN berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara. Selain itu, Mobile JKN juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas layanan publik.
		Dari perspektif keilmuan administrasi publik dan e-government, Mobile JKN dapat dipahami sebagai bentuk implementasi digitalisasi pelayanan publik sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2006) dan Heeks (2006), yang memandang pemanfaatan aplikasi digital dalam sektor publik sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, efektivitas pelayanan, transparansi, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dengan demikian, Mobile JKN tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, tetapi juga sebagai instrumen pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor pelayanan Kesehatan.
[image: ]Gambar 2.1 Aplikasi Mobile JKN



C. Kerangka Konseptual
Gambar 2.2 Kerangka KonseptualUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Kebijakan BPJS Kesehatan Tentang Aplikasi Mobile JKN

Berdasarkan Indikator Teori Persepsi Bimo Walgito (2010) yaitu:
a. Pengalaman Penggunaan
b. Kemudahan dan Pemahaman
c. Pengalaman dan Penilaian 
d. Manfaat Penggunaan
e. Kendala Penggunaan








Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pasien mengenai penggunaan Aplikasi Mobile JKN dalam pendaftaran antrean sudah cukup baik dan memberikan kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, meskipun masih terdapat kendala.




Sumber : Peneliti 2026
2

image1.jpeg
Antrean Online

Untuk kunjungan lebih
efisien tanpa harus
menunggu lama.

> S A o
JKN

BUGAR
Info Program =TELEHEALTH |nfo Riwayat Bugar
JKN Pelayanan
N
&
R=HAB

NEW Rehab Pendaftaran Info Peserta

SOS
(Cicilan) Peserta Baru
=0 e
as
Info Lokasi Perubahan  Pengaduan Menu
‘skes Data Peserta Layanan JKN

a 8 @ = o

Home Berita Kartu FAQ Profil




